
AB,ST RAK 

EKSJSTENSI BUKTI P ERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI SYARA'J;' 
Tl NOAK PENYELIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA KORUPSl 

OLER 
LUHUT NABABAN 

NIM : 07 840 0370 
BIDANG HUKUM PIDANA 

Dalam perkara korupsi alat bul"ti petunjuk tersebui dapat diperoleh dari alat 
bukti lain yang bcrupa informasi yang diu�apk<1n. dikirim, diterima, atau disimpan 
secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Demikian pula dari 
setiap rekaman data atau infomasi yang dapat dilihal, dibaca, at.au didengar, yang 
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, balk yang tertuang 
dikertas, bcnda fisi..1<: apapun selain ker.as, matJpun yang terekam � elektronik, 
yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau 
perforasi yar.g memiliki makna, sebagai mana diarur dalam Pasal 26 A Undang
undang Nomor 31 Tahun 1999 yang t.:lab diubah dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 200 I tentang Pemberantasa.., Tindak Pidana Korupsi. 

Permasalahan yang diajukan da!am pem!;4!;<01U; ;,;] a.:!a:O:;. bagaima;;S.:U.:; 
eksistensl bulai permulaan yang cula1p sebagai syaral tindakan penyelidikan perkara 
pidana dan apakah penetapan Susno Duadji sebagai tersangka sudah memenuh.i bubi 
permulaan yang cukup dale.in penyelidikan perkara suap. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengertian Tindak Pidana 
Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 dimuat dalam rumusan Pasal I ayat l dan 
2. Para sarjana memberikan pengertian Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari 
bcberapa segi antara Jain rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosiai, rumusan 
yang menekankan pada jabatan dalarn pemerintah, rumusan korupsi yang 
dihubungkan dengan teori pasar clan rumusan yang berorientasi kepada kepentingan 
wnwn. Berdasarkan bunyi Pasal l ayat I UUPTPK maka pelakunya dalam Tindak 
Pidana Korupsi dapat dilakukan oleh pegawai negeri, bukan pegawai negeri dan 
yang dilakukan oleh pegawai negeri bel"'"...ama-sama dengan yang bukan pegawai 
negeri dan pengertian pegawai negeri dalarn UU No. 20 Tahun 2001 adalah 
merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan 
Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974. Dengan demikian 
pengerti an pegawai negeri menurut UU No. 20 Tahun 2001 telah berlapis tiga yaitu 
(I) pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP, (2) pegawai menurut UU No. 8 Tahun 
1974 dan (3) Pegawai negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001. 
Pertanggungjawaban pidana digambarkan dengan adanya unsur kesalahan pada si 
pelaku atau dengan kata lain bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana yang 
akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. 
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